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bahwa implementasi Pendidikan Anti Korupsi di seluruh jenjang
pendidikan  merupakan  hal vang sanpal penting  untuk
menciptakan siswa schagai generast muda yang berkarakter
maral Anli Korupsi;

bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan
Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal serta
sebagai upaya menciptakan karakter siswa vang berintegritas
dan bermoral Anti Korupsi sebapaimana dimaksud dalam huruf
a, diperiukan implementasi Pendidikan Anti Korupsi di sekolah
melalui penyisipan atau integrasi intisari nilai-nilai dalam proses
pembelajaran (inscrsi|;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalam hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang lmplementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi
Pada Satuan Pendidikan Dasar [ Kabupaten Cilacap;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Dacrah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 3] Tabun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 wntang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 430175;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kall oiubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undanpg Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



3. PFeraturan  Pemerintah  Nomer 17 Tahun 2010 lentang
Pengelolaan dan Penvelengparaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembarar
Negara  Republik Indonesia Namor 51035), schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan  Penyelenpparaan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3157):

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penpguatan

Pendidikan  Karakter (Lembaran Negara Republik  Indonesia

Trbhun 2017 Nomor 198);

8. Peraturan Daerah Kabupalen Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
lentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomaor 134);
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Prsal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

-
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b
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Dacrah adalah Kabupaten Cilacap.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggard Pemenntahan
Dacrah yang memimpin  pelaksanaan urusan pemeriniahan vang  menjadi
kewenangan daerah olonom,

Bupati adalah Bupati Cilacap,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatl dan Dewan Perwakilan
Rakyar Daerah dalam penyelengparsan Urusan Pemerintahan vang menjad
kewenangan Dacrah.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha menpembangkan
potensi dirl melalui proses pembelajaran yvang tersedia pada jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan tertentu.

Tenapga kependidikan adalah angeota masyarakat yang mengabdikan dif dan
dizngkal untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan,

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi selhapai puru, dosen,
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan
sebutan lain yang sesual dengan kekhususannya, serta’ berpartisipasi dalam
menyelengearakan pendidikan,

Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan
nilai-nilal universal.

Implementas1 Adalgh  penerapan pelaksanaan  rencana yang telah  disusun
secara terperinc.

Inserss  adalah  penyismipan/integrast  intsan  nila-nilai dalam proses
pembelajaran,

Pendidikan Karakter Anti Korupsi adalah satg kKesatuan don pendidiknn
karakier yvang merupakan proses untuk menguntkan sikap Ant korupsi dalam
diri peserta didik sejak dini
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BAR 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasad 2

Peraturan Bupati in dimaksudkan scbapai landasan hukum Implementasi
Pendidikan Karakter Anth Korupsi Pada Satuan Penedidikan Dasar Di Kabupaten
Cilacap

Peraturan Bupat inl bertujuan uniuk mewujudkan Sumber Daya Manusia vang
memiliki karakter Anti Korupsi,

BAR I
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati i mchput -

a
Ir.
C
d.
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Implementasi Pendidikan Karakler Anti korupsi;

Pelaksana Implementasi Pendidikan Karakter Ant Korupsi;
Kemitraan;

Pembiavaan;

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BAR IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Pasal 4

Implementasi Pendidikan Karnkter Anti Korups: dilaksanakan melalul keglatan
intrakurikuler dengan insersi (menyisipkan) pada mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewargancgaraan (PPRn).

Implementasi Pendidikan Korakter Anti Korupsi dapat juga  dilaksanakan
melalui kegiatan ckstrakurikuler dan/atau kokurikuler

Pasal 5

Iplementasi Pendidikan Karakter Anti Korupst dilaksanakan dengan menerapkan
nilai-nilai Ant Kerupsi meliput
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kejujuran;
tanggungjawab;
kesederhanaan;
kepedulian;
kemuandirian;
disipling
keadilan;

kerja keras; dan
kelwerunion

Pasol 6

Komponen Implementas Pendidikon Karnkter Ant Korups meliputi:

regulasi Implementasi Pendidikon Anti korupst di jenjang Eﬂkﬂluhl IJun.-e:fr dlian
Sekolah Menengah  Pertama sebagal  dosar  pelaksanaan di sctiap Satuan
Pendidikan; _ i

anggaran yang diperuntukan pads Implementasi di jenjang Sekolah Dasar diin
Sekalah Menengah Pertamig

Satuan  Khusus  atey  Kelompak  Kerjw  yang  memadai  dalam
mengimplementasikan Insersi Pendidikan Ant Korupsi di jenjang Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama;




d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam  menvelengearakan krgiatan
Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di jenjang Sekolah Dasar dan Sekalah
Menengah Pertama;

e, melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Ani Korupsi di
jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama:

. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di
jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 7

Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Ant Korupsi meliputi:
1. Perencanaan Pembelajaran ;

a,

menentukan dan mencantumkan kompetens: dasar pade muatan mata
pelajaran  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang relevan
dengan tindakan Ant korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran
beserta indikator pencapaian kompelensinya dan menectapkan substansi
i]‘:ﬂi‘ngl::ta]'lunl‘l—kcitratmpilan-ﬂil{am vang akan dicapai pada pembelajaran;
menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi
tujuan dengan menentukan aktivitas vang dilakukan agar peserta didik tahu,
paham, sadar, bisa memprakiekkan dan  konsisten serta terbiasa
mengamalkan di kelas, sckolah, keluarga dan masyarakat;

memilih media pembelajaran (berupa relerensi, permainan, film, pengalaman
nyata dalam kehidupan) vang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga
menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;

menyusun alal penilaian yang sesuai dengan tujuan,/kompetensi yvang akan
dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran,
mengukur ketercapaian  kompetensi  peserta  didik  secarn  periodik,
melibatkan pihak lain dalam memvalidasi  hasil  penilaian  pencapailan
kompetensi serta membual sistern aplikasi vang menjadi pangkalan data
yang mengpambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar,

2. mengkulserinkan serta mebbatkan seluruh  peserta didik dalam  kegiatan
belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalu aktivitas vang menarik
dan menyenanghkarn.

3. menviapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Anti korupsi ke sekolah,
keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :

.

=

(1}

menyvatukan pemahaman dan langkah  insersi dalam  mata  pelajaran
Pendidikan Pancasila dan  Kewargenegaraan  (PPEn)  diantara  gura
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPRn| di sckolah;

membangun sinergi untuk mengefektilkan penguatan karakter Anti Korupsi
di jenjang sekolah antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn)/guru kelas dengan guru lain di satu sekalah;

membangun sinergt dan berbagl praktck tlerbaitk Pendidikan Anti Korupsi
antar guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/guru Kelas
dalam forum MGMP/KEKG,

membangun  sinergli antard  sckolah  (guru  Pendidikan  Pancasila  dan
Kewarganegaraan (PPKn)/ Wali Kelas/guru kelas) dengan orangtua/wali;
membangun sinergi antara sckolah dan lingkungan;

membangun sinergi antara guru kelas dan atau guru mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/wali kelas/guru kelas
dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V
PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Pagal B

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dilaksanakan oleh guru kelas dan atau guru mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPRn)



(2) guru Kelas dan atau guru mata pelajaran Pendidikan  Pancasia  dan
Kewarganegaraan {(PPRn) bertugas:
a. menyusun dan  merencanakan inserst pembelajaran dengan matang, serta
membuat format sesual kebutuhan,
b. membuat aktivitas vang menarik dan menyenangkan serta melibatkan
semua indera peserta dichk;
c. memperluas jejaring pembelajaran Anti Korupsi baik di sekolab, keluarga,
masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
[3) Guna kelancaran Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimand
dimaksud pada ayat (1) dikeordinir oleh Kepala Sckolah dan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

BAB VI
KREMITRAAAN

Pasal 9

(1] Guna kelancaran pelaksanasn  Implementasi  Pendidikan  Karakter Anti
Korupsi dapat dilakukon kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia (KPK RI) dan Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/
Pemernintan Daerah,

(2]  Pelaksanman keria sama Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korups:
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketenfizan
peraturan perundang undangan.

BAB V1
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Sepala biaya yang timbul schagm akibal ditctapkannya Peraturan Bupat ini

dibebankan pada:

g, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;

b. Sumber dana lain vang sah dan tidak mengikat sesual keteniuan peraluran
perundang-undangan.

BAB VIl
MONITORING, EVALUAS] DAN PELAPORAN

Pa=al 11

(1) Monitoring dan  evaluasi Implementasi  Pendidikan  Karakter Antl Korupsi
dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.

(2] Dalam melaksanakan monitoring dan evaluas: internal schagaman dimaksud
pada avat (1), Bupati menugaskan Kepala [Jinas Pendidikan dan Kebudavaan
Kabupaten Cilacap,

(3] Evaluasi Eksicrnal dopat dilakukan oleh Eomisi Pemberantosan Korups
Republik Indonesia [KPK RI) dan/atau Kementerian/ Lembaga terkail.

Pasal 12
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap berkewnjiban

melaporkan pelaksanaan lmplementasi Pendidikan Karakier Anti Korupsi kepada
Bupati setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewakiu-wakiu apabila diperlukan.



BAB 1X
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 13

Peraturan Bupati int mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 9 7 grp oo

BUPATI CIEACAF,

TATTO SU PAMUL.II

Diundangkan di Cilacap
pada tenggal 97 SEP 7018

FARID MARUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 5 B'§




